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Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

     5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi 

sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 

     6. Peraturan Menteri Perindustrian Repubuplik Indonesia 

Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan 

tata cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam 

Negeri; 

        7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016        

Nomor 547);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 

2016 tentang Penggolongan dan Kodefikaasi Barang 

Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 2083); 
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    9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

  10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota 

Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2); 

     

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN 

HARGA BARANG DAN JASA TAHUN 2023. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Palangka Raya selaku Pengelola Barang Milik Daerah. 

5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya 

disebut Pengelola Barang adalah Pejabat yang 

berwenang dan bertanggung jawab melakukan 

koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang.  

7. Dokumen pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah 

yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen 

yang memuat pendapatan,  belanja dan pembiayaan 

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 

oleh pengguna anggaran. 
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8. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun 

tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, 

baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, 

dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau 

dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 

9. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk 

pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang 

diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam 

masyarakat untuk di manfaatkan oleh konsumen atau 

pelaku usaha. 

10.  Standar Harga Barang dan Jasa adalah standar  yang 

digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota 

Palangka Raya  dalam menyusun perencanaan dan 

pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah.    

11. Harga pasar adalah harga barang yang berlaku di 

pasaran sudah termasuk pajak. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota 

Palangka Raya. 

13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokomen 

perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 

perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai 

dasar penyusunan APBD.  

 

BAB II 

KETENTUAN STANDAR SATUAN HARGA  

BARANG DAN JASA 
 

Pasal 2 

(1) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa merupakan 

batas paling tinggi untuk setiap jenis barang dan jasa, 

kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan. 

(2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 

pajak dan angka perkiraan inflasi, serta hasil rujukan 

tentang standar harga satuan atau harga enceran 

tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Daftar rincian standar satuan harga barang dan jasa  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.  
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 Pasal 3 

Bahwa untuk meningkatkan penggunaan barang dan jasa 

dalam negeri sebagai suatu prioritas, dilaksanakan dengan 

memperhatikan : 

a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib 

menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai 

Tingkat Komponen Dalam Negeri minimal 25 % apabila 

telah terdapat Produk Dalam Negeri dengan 

penjumlahan Nilai Tingkat Komponen dan nilai Bobot 

Manfaat Perusahan paling sedikit 40 %; 

b. Penggunaan produk impor atau Produk Dalam Negeri 

dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dibawah 

25% hanya dapat dilakukan setelah mendapat 

persetujuan tertulis dari Menteri/Pimpinan Lembaga; 

dan 

c. Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat 

Komitmen wajib melakukan pengendalian terhadap 

pemenuhan spesifikasi teknis Kerangka Acuan Kerja 

dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memaksimalkan 

penggunaan Produk Dalam Negeri. 

 

Pasal 4 

(1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan 

Anggaran Belanja Daerah berpedoman pada DPA-PD. 

(2) Pembelian/pengadaan barang/jasa untuk kegiatan 

yang ditetapkan dalam DPA-PD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sesuai harga pasar dengan batas paling 

tinggi. 

(3) Dalam hal pelaksanaan pembelian/pengadaan 

barang/jasa  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terjadi kondisi: 

a. harga barang/jasa yang akan diadakan dipasar 

lebih tinggi dari pada di DPA-PD yang berakibat 

berubahnya volume; dan/atau 

b. spesifikasi atau jenis barang/jasa yang sudah 

direncanakan dalam DPA-PD tidak diperoleh 

dipasar, Perangkat Daerah mengajukan 

permohonan revisi atau perubahan DPA-PD secara 

tertulis kepada PPKD atau Sekretaris Daerah sesuai 

Peraturan Perundang-Undangan. 

(4) Perangkat Daerah dalam mengajukan revisi/perubahan 

DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

memperhatikan prinsip efisensi, efektivitas dan 

akuntabilitas, serta dengan melampirkan data yang 
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dapat dipertanggung jawabkan melalui survei harga 

pasar dengan pembanding. 

(5) Pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dari 

revisi/perubahan DPA-PD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan 

revisi/perubahan DPA-PD. 

(6) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a pada belanja barang seluruh perangkat 

daerah, maka dilakukan Perubahan Peraturan Walikota 

ini.  

(7) Terhadap  perubahan  Peraturan Walikota pada ayat 

(6), pertanggungjawabannya dilengkapi dokumen  

perubahan  volume barang yang ditanda tangani kepala 

Perangkat Daerah. 
 

Pasal 5 

(1) Apabila terdapat barang yang belum tercantum dalam 

Peraturan Walikota ini, maka sebagai dasar pengadaan 

survey dapat menggunakan harga pasar dan/atau 

daftar harga dari pabrik. 

(2) Apabila pada saat menyusun perencanaan Anggaran 

Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 

terdapat harga barang dipasar lebih tinggi dari standar 

satuan harga barang yang telah ditetapkan, maka harga 

dapat disesuaikan dengan harga pasar dengan 

melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan 

meliputi daftar harga terendah dari 3 (tiga) data harga 

pasar. 

 

Pasal 6 

Pada saat penyusunan RKA untuk penentuan harga barang 

dan jasa/upah yang belum tercantum dan atau sudah 

tidak sesuai dengan harga sebagaimana tercantum dalam          

E-Katalog dan Lampiran Peraturan Walikota ini, dapat 

merefrensi/mengacu pada daftar harga (price list) yang 

ditetapkan oleh instansi dan/atau lembaga pemerintah, 

produsen, distributor, pabrik, atau agen resmi yang 

berkopeten dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

 

 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































